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LKPD

Pj Bupati Serahkan
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HUMAS UNTUK KALTENG POS

SERAHKAN LKPD: Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani menyerahkan
LKPD tahun 2023 kepada BPK RI Perwakilan Kalteng di Kantor BPK
Kalteng, beberapa waktu lalu.

NANGA BULIK - Pemerintah =~ LKPD diserahkan langsung —

Kabupaten Lamandau secara
resmi menyerahkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun 2023 (Unaudit-
ed) kepada BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalteng.

kan bersama seluruh pemerintah
kabupaten/kota se-Kalimantan
Tengah. Ada sembilan pemer-
intah daerah (pemda) yang me-
nyerahkan LKPD tersebut. Di-
antaranya Pemerintah ] i
'(Pemprov) Kalteng, Pemerintah
Kota Palangka Raya, Pemerintah
'Kabupaten Lamandau, Kabu-
‘paten Katingan, Kapuas, P_uiang‘
Pisau, Seruyan, Barito Timur,
dan Kabupaten Gunung Mas.

Penyerahan LKPD itu dilaku-

‘oleh Wakil Gubernur (Wagub)
‘Kalteng Edy Pratowo mewakili
Gubernur Sugianto Sabran ke-
‘pada Kepala Perwakilan BPK
Provinsi Kalteng M Ali Asyhar
di Kantor BPK Kalteng, belum
lama ini.

. Pj Bupati Lamandau Lilis Su-
riani menyampaikan, melalui
‘penyerahan LKPD ini sekaligus
sebagai bentuk komitmen dan

‘transaparan pemerintah dalam

‘menjalankan roda pemerin-
tahan. “Ini juga sebagai ben-
tuk tanggung jawab kita dalam
menggunakan anggaran,” kata
Pj Bupati Lilis Suriani.
Sementara itu, Kepala Per-

wakilan BPK RI Provinsi Kalteng

M Ali Asyhar mengatakan,
riksaan yang dilaksanakan
‘oleh BPK itu bertujuan untuk
menyatakan opini atas laporan
keuangan pemerintah daerah dan
pemeriksaan keuangan negara.

Ditambahkannya, bahwa
‘nantinya, kesimpulan atas opini
' yang didasarkan pada empat
' kriteria yaitu kesesuaian dengan
standar akuntansi pemerin-
tahan, kecukupan pengung-
kapan, kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
dan efektivitas sistem pengen-
dalian intern, akan menghasil-
-kan pencapaian opini WTP juga
mencerminkan bahwa kualitas
pengelolaan keuangan pada
pemerintah daerah sudah baik.
- BPK berharap bahwa pencapa-
iantersebut juga diimbangi den-
.gan tingkat penyelesaian tindak
lanjut yang makin meningkat.
(lan/ens)




